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BUKAN TERGOLONG APK, BENDERA PARPOL BERTEBARAN

Bawaslu Tak Lagi Miliki Fungsi Penertiban

YOGYA (KR) - Masa kampanye Pemilu 2024 sudah berjalan sela-
ma dua hari sejak diluncurkan pada 28 November 2023 lalu. Upaya
penertiban secara langsung terhadap alat peraga kampanye (APK)
yang melanggar kini tidak lagi melibatkan Bawaslu.

et
“Kewenangan Bawaslu
kini hanya sampai pada
merekomendasikan APK
yang melanggar aturan.
Sebelumnya pada gelaran
Pemilu 2019 dalam Per-
aturan Bawaslu 33/2018
terdapat’ klausul upaya

koo dengan Sat Pol
PP. #iedangkan dalam
atu baru yakni
Per: awaslu ' 11/

dah tidak lagi dicantum-
kan.

Terbatas kewenang-
an Bawasl!.‘l‘%flam mener-
tibkan APK térsebut dibe-

narkan oleh, Ketua Ba-
waslu Kota Yogya Andie

klausul tersebut su-

wenangan untuk men-
jatuhkan sanksi adminis-
tratif atas pelanggaran
APK selama masa kampa-
nye berada di ranah KPU.
"Fungsi kami saat ini
murni untuk pengawasan
dan pencegahan agar ti-
dak terjadi pelanggaran,”
tandasnya di sela media
ghatering di  Santika
Hotel, Rabu (29/11).
Kendati demikian, me-
kanisme penertiban APK
melanggar tetap berawal
dari Bawaslu. Teknisnya,
Bawaslu melakukan ka-
jian atas temuan atau la-
poran terhadap APK yang
diduga melanggar aturan.
Dari hasil kajian jika dipu-

selanjutnya direkomen-
dasikan ke KPU untuk
penerapan sanksi admi-
nistratif. Oleh KPU,
rekomendasi dari Bawaslu
kemudian diteruskan ke
peserta pemilu untuk me-
nertibkan secara mandiri.
Ketika tidak kunjung di-
tertibkan, maka KPU me-
lakukan koordinasi de-
ngan Sat Pol PP agar

memfasilitasi  kegiatan
penertiban.
"Kalau dulu rekan-

rekan dari Bawaslu bisa
ikut serta menertibkan
bersama Sat Pol PP,
sekarang kami hanya
mengawasi saja. Ketika
rekomendasi dari Bawaslu

KPU, maka kami bisa
melaporkan ke Dewan Ke-
hormatan Penyelenggara
Pemilu (DKPP)," tandas-
nya.

Andie mengaku pihak-
nya juga telah meminta
petugas Panwaslu di tiap
kemantren untuk mencer-
mati pemasangan APK di
wilayahnya. Jenis-jenis
APK maupun bahan kam-
panye juga telah dijabar-
kan dalam Perwal Kota
Yogya Nomor 75/2023. Di
antaranya berupa baliho,
spanduk, reklame ber-
jalan, videotron, umbul-
umbul dan billboard.
Sedangkan bendera parpol
bukan termasuk APK,
padahal pemasangannya
saat ini cukup marak.

Oleh karena itu, Ba-
waslu tidak bisa mereko-
mendasikan penertiban
bendera parpol meski di-

Pemasangan bendera parpol di jembatan layang Lempuyangan semakin
berjubel, Rabu (29/11).

listrik, tiang telepon, jem-
lokasi
sesuai

batan maupun
larangan APK

KR-Ardhi Wahdan

"Justru bendera parpol
bisa langsung ditertibkan
oleh Sat Pol PP dengan

perda terkait penyeleng-
garaan reklame. Itu ma-
suk reklame jenis kain,”

Kartala. Menurutnya, ke- tuskan melanggar maka tidak ditindaklanjuti oleh pasang di pohon, tiang dalam Perwal 75/2023. mengacu pada penegakan katanya. (Dhi)-f
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